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ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi
permasalahan lingkungan yang berulang di Provinsi Aceh,
khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Upaya pencegahan karhutla
tidak hanya bergantung pada aspek teknis pemadaman, tetapi
juga pada efektivitas komunikasi risiko antar pemangku
kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pemaknaan karhutla oleh para aktor, praktik komunikasi risiko
dalam upaya pencegahan karhutla, serta kesenjangan peran dan
persepsi antar stakeholder di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan,
wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi
terhadap berbagai aktor, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Manggala Agni, BPBD,
TNI/Polri, perusahaan pemegang konsesi, dan Masyarakat Peduli
Api (MPA). Analisis data dilakukan menggunakan metode
analisis percakapan (conversation analysis) dengan bantuan
perangkat lunak NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla telah berlangsung
melalui berbagai saluran formal dan informal, namun belum
sepenuhnya menghasilkan kesepahaman bersama antar aktor. Perbedaan pemaknaan risiko,
keterbatasan koordinasi, serta ketimpangan peran antar-stakeholder menjadi faktor utama yang
menghambat efektivitas pencegahan karhutla. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan
komunikasi risiko yang bersifat partisipatif, interaktif, dan berorientasi pada pencegahan sebagai
strategi utama pengendalian karhutla.

ABSTRACT

Forest and land fires remain a recurring environmental issue in Aceh Province, particularly in West Aceh
Regency. Fire prevention efforts rely not only on technical firefighting measures but also on the effectiveness of
risk communication among stakeholders. This study aimed to analyze stakeholders’ perceptions of forest and
land fires, risk communication practices in fire prevention, and gaps in roles and perceptions among stakeholders
in West Aceh Regency. This research employed a qualitative case study approach. Data were collected through
field observations, semi-structured in-depth interviews, and documentation involving key stakeholders,
including environmental agencies, forest management units, disaster management authorities, security forces,
concession companies, and community-based fire prevention groups. Data analysis was conducted using
conversation analysis supported by NVivo 12 software. The findings revealed that risk communication practices
have been implemented through various formal and informal channels but have not fully fostered shared
understanding among stakeholders. Differences in risk perception, limited coordination, and role disparities
remain significant barriers to effective fire prevention. This study highlights the need for participatory and
interactive risk communication strategies focused on prevention to strengthen forest and land fire management.
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1. PENDAHULUAN

Kasus kebakaran hutan di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu, tercatat terjadi
sejak tahun 1970-an. Penyebab terjadinya karhutla ini umumnya bersumber dari
faktor kesengajaan masyarakat yang membuka lahan dengan membakar hutan,
membiarkan sisa pembakaran dari api unggun yang dibuat oleh para pemburu,
hingga membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan yang menjadi
penyebab timbulnya api. Sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan hutan
tropisnya, Provinsi Aceh kerap menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan
lahan, terutama di musim kemarau. Karhutla di Aceh seringkali dipicu oleh berbagai
faktor, baik faktor yang tidak disengaja seperti faktor alam maupun faktor yang
disengaja oleh ulah manusia. Faktor alam dapat menyebabkan karhutla seperti cuaca
panas yang ekstrem dan kekeringan yang berkepanjangan sehingga mempercepat
penyebaran api. Namun, faktor kesengajaan oleh manusia lebih sering menjadi
penyebab utama terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti pembukaan
lahan menggunakan cara membakar dengan sengaja, perambahan hutan, hingga
faktor kelalaian dalam mengelola lahan perkebunan.

Meskipun skala karhutla yang terjadi tidak sebesar di Provinsi lain di Indonesia
seperti Riau atau Kalimantan Tengah, Provinsi Aceh tetap termasuk dalam wilayah
rawan karhutla, terutama pada musim kemarau. Maraknya pembukaan lahan
dengan cara membakar mulai terjadi sejak tahun 1990an di Provinsi Aceh, terutama
di wilayah dataran rendah dan lahan gambut di Aceh bagian barat dan tenggara.
Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang sering
mengalami kebakaran hutan dan lahan. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah
Kabupaten Aceh Barat yang memiliki lahan gambut yang rentan terbakar. Kebakaran
lahan gambut didaerah ini menjadi masalah serius karena sifat lahan gambut yang
mudah terbakar, serta kesulitan dalam pemadaman api karena bara api yang dapat
bertahan didalam tanah gambut untuk waktu yang lama. Diketahui lahan gambut di
Aceh Barat memiliki kedalaman bervariasi, mulai dari dangkal (kurang dari 1 meter)
hingga dalam (lebih dari 3 meter) (Wahyudi et al. 2023). Lahan gambut ini terbentuk
dari akumulasi bahan organik yang membusuk selama ribuan tahun dalam kondisi
tergenang air, sehingga saat lahan ini dikeringkan untuk kepentingan perkebunan
atau pembangunan, lahan gambut menjadi sangat rentan terhadap kebakaran karena
memiliki kandungan karbon yang tinggi (Virmanto 2022). Berdasarkan letak
geografisnya, Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Aceh
Jaya disebelah utara, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan
Samudera Indonesia disebelah selatannya (BPS Aceh Barat 2024). Secara astronomis
Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04006' - 04047' Lintang Utara dan 95052' -
96030' Bujur Timur dengan luas 292.795 ha dan memiliki 12 kecamatan dan 321 desa
didalamnya.

Jumlah kasus karhutla di Kabupaten Aceh Barat mulai meningkat pada tahun
2009-2012 seiring ekpansi perkebunan sawit dan karet. Pembukaan lahan untuk
kebutuhan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) ini dilakukan baik oleh
konsesi hutan, oknum maupun masyarakat yang membuka lahan dengan cara
tebang bakar (slash and burn) menyebabkan kasus karhutla yang tak kunjung reda.
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Berdasarkan laporan oleh Sigit (2016) setiap tahunnya pada provinsi-provinsi di
Indonesia yang memiliki lahan gambut pasti mengalami kebakaran, diikuti dengan
kejadian pada tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun terparah secara nasional,
karhutla terjadi dalam eskalasi besar, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Akibat
fenomena El Nino, kemarau panjang dan praktek deforestasi yang masih melalui
sistem pembakaran lahan menyebabkan terdapat puluhan titik panas (hotspot) di
Aceh Barat, meskipun tidak separah di Riau dan Kalimantan.

Kebakaran dalam skala yang cukup luas juga kembali terjadi di Kabupaten
Aceh Barat pada tahun 2017. Karhutla yang terjadi pada lahan gambut seluas
puluhan hektare diketahui terjadi karena pembukaan lahan untuk perkebunan
dengan cara dibakar. Kebakaran ini terpantau terjadi di enam kecamatan yaitu
Woyla, Meureubo, Sama Tiga, Johan Pahlawan, Arongan Lambalek dan Kaway XVI.
Pada situs harian mongabay, Yusmadi selaku kepala BPBA menyebutkan api muncul
karena pembersihan lahan yang dilakukan masyarakat dengan cara dibakar, pada 18
Juli 2017. Musim kemarau kemudian menyebabkan api dengan mudahnya menyebar
ke daerah lain secara cepat (Rahmadi 2017). Yusmadi kemudian melanjutkan
pemadaman sulit dilakukan karena akses jalur masuk ke lokasi yang terbatas,
sumber air jauh, dan koordinasi dengan lembaga yang secara aturan menjadi leading
sektor penanganan karhutla sesuai dengan Permen LHK No.32 Tahun 2016 tidak
terlihat. Berdasarkan Permen LHK No. 32 Tahun 2016 ini disebutkan salah satu
lembaga yang harusnya terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
di wilayah sekitar hutan/lahan adalah kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA),
namun pada tahun 2017 ini Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kelompok MPA.
Padahal kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 ini
merupakan kasus yang cukup berdampak bagi masyarakat. Kabut asap tebal timbul
akibat kebakaran yang cukup besar pada tahun ini menyebabkan banyak masyarakat
mengalami gangguan pernafasan. Masriadi (2017) dalam harian kompas juga
memberitakan bahwa kabut asap dari kebakaran di Kabupaten Aceh Barat ini
menyebar sampai ke wilayah kota Lhokseumawe yang berjarak 287 km dari lokasi
kebakaran. Kabut asap ini juga menyebabkan menurunnya jarak pandang di
kawasan terdampak.

Landasan Teori

Karhutla merupakan bentuk risiko lingkungan yang bersumber dari interaksi
faktor alam dan aktivitas manusia. Dalam konteks penanggulangan bencana,
komunikasi risiko menjadi pendekatan penting untuk membangun kesadaran,
pemahaman, dan kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan komunikasi risiko untuk menganalisis bagaimana
karhutla dimaknai oleh para stakeholder serta bagaimana praktik komunikasi risiko
dijalankan dalam upaya pencegahan. Fokus diarahkan pada identifikasi pola
komunikasi, peran aktor, media yang digunakan, serta bentuk kesenjangan
pemahaman dan koordinasi yang terjadi. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi
dasar perumusan sistem komunikasi risiko yang lebih konvergen, partisipatif, dan
berorientasi pada pencegahan.

Pendekatan komunikasi risiko menekankan komunikasi dua arah (konvergen),
kepercayaan, keterbukaan informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat. Komunikasi
yang bersifat top-down cenderung gagal membangun kesepahaman dan perubahan
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perilaku, terutama dalam konteks karhutla yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan
dan praktik masyarakat lokal.
Masalah Penelitian

Meskipun kebijakan pengendalian karhutla dan pembentukan Masyarakat
Peduli Api (MPA) telah dibentuk di Aceh sejak 2019, praktik karhutla masih terus
berulang, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan dalam praktik komunikasi risiko antara pemerintah, masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman masyarakat terhadap risiko karhutla
sering kali tidak sejalan dengan tingkat bahaya yang ada, sementara koordinasi antar
lembaga masih lemah dan lebih berorientasi pada pemadaman daripada
pencegahan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji
kesenjangan komunikasi risiko antara para stakeholder dalam upaya pencegahan
karhutla di Aceh, khususnya pada level lokal.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bermaksud menjelaskan situasi yang terjadi pada praktik
komunikasi risiko dalam upaya pencegahan terjadinya kasus karhutla di Provinsi
Aceh serta bentuk kesenjangan yang terjadi didalamnya. Pertanyaan yang menjadi
pembahasan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Karhutla dimaknai oleh
para stakeholder yang terlibat, dan bagaimana praktik komunikasi risiko serta
kesenjangan apa saja yang terjadi pada upaya pencegahan karhutla di Provinsi Aceh
khususnya Kabupaten Aceh Barat”.
Tujuan dari penelitian ini adalah akan menganalisis pemahaman mengenai

karhutla yang dimiliki para stakeholder yang terlibat di Kabupaten Aceh Barat,
Menganalisis praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla yang
terjadi di Kabupaten Aceh Barat, serta akan Menganalisis bentuk kesenjangan
komunikasi yang terjadi diantara para stakeholder yang terlibat dalam upaya
pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat. Harapannya penelitian ini akan
menghasilkan analisis yang mendalam mengenai praktik komunikasi risiko pada
tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga dapat membentuk sebuah
sistem komunikasi risiko lingkungan pada pengendalian karhutla yang juga
melibatkan banyak aktor didalamnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus,
khususnya embedded single case design, untuk menggali secara mendalam praktik
komunikasi risiko dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
antara pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat di Provinsi Aceh.
(Creswell, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat, wilayah yang secara
konsisten mengalami karhutla, terutama pada kawasan lahan gambut yang rentan
terbakar akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dan diperparah
oleh musim kemarau ekstrem. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada keberadaan
kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh melalui UPTD KPH Wilayah IV.
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Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Juli 2024 dengan melalui
beberapa tahapan. Tahap pertama pengumpulan data sekunder meliputi
penelusuran dokumen dan data yang terkait dengan kasus karhutla di Kabupaten
Aceh Barat serta upaya pencegahannya. Seluruh data dianalisis menggunakan
conversation analysis terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,
dengan proses yang mencakup transkripsi percakapan, pengelompokan topik risiko
dan pencegahan karhutla, serta pengkodean sistematis berdasarkan enam elemen
komunikasi risiko yakni proses interaktif antar pemangku kepentingan, pertukaran
informasi, perbedaan pemahaman, konstruksi makna risiko, produksi pesan, dan
praktik manajemen risiko yang seluruhnya didukung oleh perangkat lunak NVivo
12.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Pemaknaan Karhutla oleh Para Aktor yang Terlibat dalam Komunikasi Risiko
Pencegahan Karhutla

Upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari
peran para aktor sebagai pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan perlu
mempertimbangkan kompleksitas upaya pengendalian karhutla yang disertai
dengan penerapan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang adil, penyelesaian
konflik lahan yang efektif, dan penguatan aspek komunikasi (Waluyo et al. 2024).
Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam komunikasi risiko upaya
pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat disajikan dalam Gambar 2.
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DLHK Provinsi Aceh KPH Wilayah IV Aceh
(Pusat Kebijakan, Fasilitator & Pengarah Strategi) (Pengawas Lapangan)

TNI/POLRI
(Penegakan Hukum & Patroli)
A

BPED Aceh Barat
(Koordinasi & Tanggap Darurat)

Masyarakat Peduli Api

k. (MPA)
Manggala Agni Perusahaan

(Pasukan Pemadam Skala Besar) (Sarpras & CSR)

Gambar 2. Aktor yang terlibat dalam komunikasi risiko pencegahan karhutla di
Kabupaten Aceh Barat

Para aktor ini tidak hanya berperan dalam pencegahan, tetapi juga terlibat
langsung dalam pemadaman kebakaran di lapangan, yang idealnya didukung oleh
sumber daya manusia terlatih dan peralatan memadai. Keterlibatan masyarakat
menjadi kunci, karena pembangunan berbasis masyarakat mensyaratkan partisipasi
aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga masyarakat
menjadi bagian dari sistem pencegahan karhutla (Nurdin et al., 2018).

MPA Sebagai Garda Terdepan Pencegahan dan Respons Awal Karhutla di Tingkat
Tapak

Sebagai salah satu upaya dalam bentuk penanganan bersama dan pencegahan
terjadinya karhutla di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dibentuklah kelompok Masyarakat Peduli
Api (MPA). Terdapat beberapa desa yang sudah memiliki kelompok MPA di
Kabupaten Aceh Barat yang bertugas dibawah naungan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh. Kelompok MPA ini dibentuk dengan tujuan
membantu KPH Wilayah IV untuk dapat memberikan informasi kepada personil
KPH Wilayah IV atau instansi terkait lainnya terhadap indikasi maupun informasi
mengenai terjadinya karhutla di desanya, serta dapat ikut berpartisipasi melakukan
upaya pemadaman. Melalui pembentukan kelompok MPA ini juga diharapkan dapat
membantu melakukan upaya preventif dalam rangka pencegahan karhutla dengan
melakukan penyuluhan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai
karhutla yang dapat terjadi di desa mereka.

Pembentukan MPA secara nasional sudah terjadi sejak tahun 1997 sebagai
bagian dari strategi pengendalian karhutla berbasis masyarakat. Kemudian dasar
hukum mengenai MPA ini lebih lengkapnya diatur dalam Permen LHK No. 32
Tahun 2016. Pembentukan kelompok MPA di Kabupaten Aceh Barat diawali dengan
sosialisasi pembentukan MPA untuk pencegahan karhutla yang diadakan oleh
DLHK Aceh di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun teknis pembentukan kelompok MPA diserahkan kepada masing-
masing gampong oleh KPH. Namun tentu saja terdapat perbedaan dalam
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pembentukan maupun pelaksanaan tugas MPA pada masing- masing gampong.
Berikut merupakan rangkuman yang menjelaskan kondisi mengenai penyebab
terjadinya karhutla, kendala yang dialami pada saat penanganan karhutla dan
dampak yang dialami oleh kelompok MPA di gampongnya masing-masing
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penyebab, kendala dan dampak karhutla berdasarkan hasil wawancara
dengan informan di masing-masing gampong lokasi penelitian

MPA MPA MPA MPA
Gampong Gampong Gampong Gampong
Lapang Napai Peunaga Suak

Cut Raya
Ujong

Penyebab Terjadi Karhutla

Pembakaran lahan dengan - - - O
sengaja

Membuang puntung rokok O O O 0
Membakar sampah O 0 0 -
Pembukaan lahan baru - - - O
Pemburu dari luar gampong 0 - 0 -

Kendala Penanganan Karhutla

Sumber air sulit didapatkan O 0 0 -
Hambatan prosedural - - -
Hambatan akses ke lokasi - - -
karhutla

Pendanaan O - - -
Minimnya sarana pemadaman - O - -
Dampak Karhutla

Kesehatan masyarakat - 0 -
Keselamatan masyarakat - O -
Kerusakan lingkungan - - -
Ekonomi - - -
Melintasi desa 0 - 0
Sumber: Data diolah dengan Nvivo 12

0o

OoooOgoo

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa perilaku
masyarakat lokal seperti membuang puntung rokok di sekitar kawasan hutan dan
membakar sampah menjadi faktor umum penyebab terjadinya karhutla. Kedua
penyebab ini menjadi permasalahan yang dialami oleh keempat gampong lokasi
penelitian. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan kebiasaan kurang
disiplin oleh masyarakat dapat menyebabkan risiko memicu timbulnya api. Selain
itu faktor eksternal seperti pembukaan lahan baru dan kegiatan berburu yang
dilakukan oleh para pendatang dari luar gampong juga menjadi faktor penyebab yang
memperbesar potensi terjadinya karhutla. Hal ini menunjukkan adanya perubahan
tata guna lahan dan dimensi struktural berupa tekanan ekonomi di gampong Suak
Raya yang tidak terlalu terlihat di gampong lain.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setiap gampong memiliki kendala
spesifik, namun masalah umum yang terjadi adalah berupa akses terhadap sumber
daya baik berupa air, dana, maupun sarana. Kendala sulitnya mendapatkan sumber
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air terjadi di tiga gampong, hal ini menunjukkan adanya kendala utama keterbatasan
teknis dalam proses pemadaman karhutla. Kendala lainnya berupa hambatan
logistik seperti akses lokasi dan ketersediaan dana juga menjadi penghambat dalam
kegiatan penanganan karhutla. Hambatan akses menuju lokasi kebakaran terjadi di
gampong Suak Raya yang mengindikasikan kondisi geografis yang sulit dijangkau
dan seringkali disebabkan oleh besarnya skala kebakaran yang terjadi. Hal ini
menjelaskan bahwa meskipun setiap gampong menghadapi keterbatasan sumber
daya, namun jenis kendala antar gampong dapat berbeda sesuai kondisi lokal
masing-masing gampong.

Karhutla yang terus terjadi hampir setiap tahunnya ini juga memberikan
dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak paling berat ditemukan gampong di Suak
Raya, karena mencakup kelima aspek yang disebutkan, berupa kesehatan,
keselamatan, kerusakan lingkungan, ekonomi, dan melintasi perbatasan desa.
Dampak yang selama ini terasa langsung oleh masyarakat adalah dampak kesehatan
dan keselamatan. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan menyebabkan
gangguan pernafasan, gangguan penglihatan, dan bahkan dapat mengurangi jarak
pandang. Faktor keselamatan masyarakat yang turun ke lokasi kebakaran untuk
memadamkan api juga menjadi prioritas penting yang perlu diperhatikan karena
seringkali besarnya kebakaran tidak dapat diprediksi dalam waktu tertentu. Dampak
yang terjadi hampir di semua lokasi penelitian adalah kebakaran yang melintasi
antar desa. Hal ini terjadi karena kebakaran yang terjadi seringkali tidak dapat
dikontrol sehingga berakibat kebakaran tidak hanya terbatas pada wilayah sumber
api. Selain itu dengan adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara tebang habis
dan pembakaran menyebabkan kebakaran tidak hanya terjadi pada lokasi yang
sudah disiapkan untuk pengembangan tanaman industri atau perkebunan,
melainkan dapat meluas ke wilayah lainnya termasuk wilayah sekitar gampong
masyarakat (Rasyid 2014).

Berdasarkan hasil analisis perbandingan penyebab, kendala, dan dampak
karhutla di masing-masing gampong lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa
upaya komunikasi risiko dan strategi pencegahan karhutla tidak dapat
menggunakan pendekatan yang seragam. Di gampong dengan faktor penyebab
berbasis perilaku (Lapang, Napai, Peunaga Cut Ujong), program edukasi dan
penyuluhan mengenai bahaya puntung rokok, pengelolaan sampah tanpa
pembakaran, serta peningkatan kapasitas MPA menjadi prioritas. Sementara di
gampong Suak Raya, pendekatan harus lebih struktural dengan penegakan hukum
terhadap pembakaran lahan, pengaturan tata guna lahan, dan peningkatan akses
insfratuktur menuju kawasan rawan karhutla. Dengan demikian, strategi
komunikasi risiko perlu disesuaikan dengan konteks lokal untuk menghasilkan
efektivitas yang lebih besar dalam pencegahan karhutla.

Perbedaan tugas dan peran dari masing-masing aktor yang terlibat dalam
upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat ini dalam dirangkum dalam
Tabel 2 sebagai berikut.
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Tabel 2 Peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya
pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Pemangku Kepentingan

Peran
DLHK KPFH Manggala BPBD TNUPolri Perusahaan MPA
Agni

Penyusunan [ ] - - - - - B}
regulasi &

S0P

AN

karhutla

Penegakan ) - - - [ ] - -

hukum

Tanggung [ ] &) - - - - -
jawak

adminisiratif

& sirategis

Pendampingan @ . - [ ] - - -
tcknis

Pelatihan [ ] [ ] = ® [ ] = »
teknis &
edukasi

Pengawasan = L ] - - L ] L L
lapangan
secara rutin

Pendataan - O - - [ ] - 9
PENANEUNg
jawakh lahan

Penyediaan 2 - @ [ - o -
RAT]ITES
tanggap
darurat

Eksckutor - ® @ 9 [ ] i) ]

pemadan
kebakaran

Melaporkan L ] 9 . - L = @
kondisi
awasan hutan
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Praktik Komunikasi Risiko dalam Upaya Pencegahan Karhutla

Komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla dilakukan melalui berbagai
saluran, baik formal maupun informal. Saluran formal meliputi rapat koordinasi
lintas instansi, sosialisasi kebijakan, serta patroli terpadu. Sementara itu, saluran
informal mencakup komunikasi interpersonal dan penggunaan media komunikasi
digital seperti grup WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi
risiko melalui saluran formal cenderung bersifat satu arah dan prosedural. Informasi
risiko disampaikan dalam bentuk instruksi, peringatan, atau laporan, dengan ruang
dialog yang terbatas. Pola komunikasi ini menempatkan masyarakat sebagai
penerima informasi, bukan sebagai aktor yang berkontribusi dalam pengelolaan
risiko.

Saluran informal memberikan ruang komunikasi yang lebih fleksibel, namun
tidak terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pencegahan karhutla. Informasi
yang disampaikan melalui komunikasi informal sering kali bersifat situasional dan
bergantung pada relasi personal antar aktor. Secara keseluruhan, pola komunikasi
risiko yang berkembang masih bersifat reaktif, yakni intensif ketika ancaman
karhutla meningkat, namun melemah pada fase pra-musim kemarau. Hal ini
menunjukkan bahwa komunikasi risiko belum menjadi proses berkelanjutan yang
terintegrasi dalam strategi pencegahan karhutla.

1) Proses Interaktif

Komunikasi risiko menekankan komunikasi dua arah antara para stakeholder
yang terlibat dalam risiko. Dan tentunya Proses interaktif akan memberikan
informasi yang akurat mengenai kondisi yang terjadi pada masyarakat terutama
yang berada di wilayah sekitar hutan dan lahan. Beberapa bentuk proses interaktif
yang telah diterapkan dalam upaya pencegahan karhutla adalah seperti adanya
kampanye atau sosialisasi mengenai bahaya karhutla, penyebab terjadinya karhutla,
langkah-langkah pencegahan, dan pemahaman aturan hukum mengenai karhutla.
Nurdin et al. (2018)

Berdasarkan gambar wordtree hasil analisa menggunakan Nvivo 12 pada
penelitian ini menyebutkan bahwa proses interaktif di gampong lokasi penelitian juga
dimaknai dengan proses koordinasi, pemaknaan proses koordinasi tersebut dapat
dilihat pada Gambar 4.

proses interaktif - Results Preview

ada masih percikan { api ) dikit orang sudah tau jadi langsung / kami pun dengan Babinsa , Babin lalu berkolaborasi bersama untuk pencegahan

disampaikan ada satu dua itu kurang aktif nanti dihubungi ya , /, antara kelompok MPA di gampong ini dengan kami di KPH .

duluan dari MPA yang tau, langsung telpen ke sini, saya i bappeda ya Pak khairul : dana gampong gak ada ya ?

kalau gak salah, jadi juga menyesuaikan dengan itu atau sudah * / ~ dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas baru nanti ke BPBD . Karena

kami pasti berhadir insya Allah . Mungkin selama ini kita =, — desa tetangga , buat shift penjagaan kan gitu , kita usulkan,

\

\ ~~ dengan
mereka . Walaupun masih ada MPA yang kurang aktif dan ~—> kurang —— i 9

= ' ~ . Yaa mungkin seperti yang kita bilang kemaren ya ,
"= KPH . Dulu gampong ini pertama kali pembentukan MPA

koordinasi ¢

pasif . Kader atau kelompok MPA di gampeng ini masih =

lihat apakah sesuai atau tidak , sudah keluar SK , nanti anggota 8 " Tuha Peut A Iya karena yang awal kan Ridwan,
pos ini pos pemantau lah, itu dibangun nanti kita bisa N kebakaran ini kalau gak ya masyarakat gak ada rasa takut,
ratusan hektar disini, jadi ketika terjadi kebakaran makanya susah kita ~ supaya nanti ada diantara tu yang mundur ataupun gak mau

supaya lebih enak, supaya lebih gampang ee memang susah untuk * .\' tentang hal tersebut . Dan selanjutnya sekarang kita kurang sumber aimya ,

Gambar 4. wordtree pemaknaan kata “koordinasi” oleh para pemangku kepentingan
dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat
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Proses interaktif dimaknai dengan kegiatan dimana peran antar pemangku
kepentingan mengalami proses partisipatif, terjadinya kolaborasi, dan keterlibatan
aktif yang memberikan respon timbal balik. Proses koordinasi ini menjelaskan
bahwa praktik komunikasi risiko berupa proses interaktif dapat memberikan efek
saling mempengaruhi. Hal ini menggambarkan bagaimana keputusan satu pihak
dapat memberikan pengaruh kepada pihak lainnya. Proses interaktif ini juga dapat
menjelaskan bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan yang terjadi di
Kabupaten Aceh Barat dalam komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla.
Sesuai dengan gambar wordtree di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat
beberapa hambatan dalam proses koordinasi antar pemangku kepentingan.
Permasalahan tersebut diantaranya adalah masih kurangnya koordinasi antara
kelompok MPA ataupun pihak gampong dengan KPH.

2) Pertukaran Informasi

Proses pertukaran informasi dalam komunikasi risiko merupakan proses
interaktif yang melibatkan individu, kelompok, dan lembaga dengan peran,
pengalaman, serta pengetahuan yang berbeda dalam memahami risiko terhadap
manusia dan lingkungan (Aristyavani, 2021). Perbedaan informasi ini membentuk
variasi persepsi risiko, namun melalui pertukaran informasi yang dialogis dapat
dibangun pemahaman bersama, kepercayaan antar aktor, serta dasar pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan penanganan risiko.

Dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat, pertukaran informasi
berlangsung secara formal dan informal, terutama melalui pertemuan semi formal
antara BPBD, KPH, MPA, dan masyarakat gampong. Proses ini memungkinkan
integrasi pengetahuan teknis dari institusi dengan pengalaman lokal masyarakat,
selama informasi yang disampaikan relevan, akurat, dan mudah dipahami
(Aristyavani, 2021). Hal ini perlu diperhatikan untuk mengelola informasi yang akan
dijadikan sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan kebijakan maupun aksi
yang akan dilakukan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan karhutla.
Pemaknaan informasi oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Text Search Query - Results Preview

dikhawatirkan jika dicatat manual akan — *} ada

“insya allah aman pak , gak At Ini saya tambah Indah , di
/ ada kebakaran di Napai sampai Babinsa

kan dengan kebetulan , kalau andaikan — - apapun " | : Berarti informasinya apakah setelah

buat baliho , spanduk , atau minimal pemberian bagaimana itu Pak zaini : oh bukan

punya drone sehingga mereka cepat ——. beliau ini , menambahkan dari pak Andi
> dapat

sudah terjadi kebakaran dimana itu benar itu milik orang gampong kita

dia tau itu | : Berarti jalur bukan ke warga tapi ke pihak

%

dibahas sedikit pak Pak dedi : gimana \ dan kasih ke Polres , Polres ke

informasi peringatan gitu ya 7 A : lya ~— kph atau dihk atau siapa
Iya udah ada api baru sampai )
kan bulan kedua berjalannya , ini sekilas —~\§

[~ mereka aja gitu 7 A:lya

— pak zutfatah <_ edadapat pak 2

informasi

kemari . Malah kami pernah malam , malam ~—,

Kita .1 : Berarti dia lebih ke
KPH dan dari MPA A: Sekedar f

itu ? Tentang mpa
" enak kali kita jaga . Itu kalau

\\ "~ kan karena nanti di penelitian ini

lanjut pak ya 7 cuma kita terima - \\~ kepada masyarakat tentsng pencegahan kebakaran 7 Bak

berarti pak selama ini jika ~._ " kita tau dari PT PAL , kemungkin

~ masuk

ya pak kalau misalnya dari - Pak Geuchik , memang kegiatan ini ada

lahan baru ya 7 Atau gimana 7 ==~

™ pelatihan dari luar itu bisa kita
> Menurut

zaini : oh bukan pak , memang . _~— khusus BMKG . Jadi mereka
" peringatan gitu <___

staf ngomong kek gitu udah beda ya ? A: lya informasi

tongkrongan kami gitu pak Pak dedi : /| ~ selama ini sama ya 7 Pak Geuchik

yang memantau pihak ketiga dan untuk yang tertinggal saya catat pak Pak
Gambar 5. wordtree pemaknaan informasi oleh para pemangku kepentingan dalam
upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

570



Future Academia, Vol. 4, No. 2 Juni 2026, pp. 560-581

Berdasarkan gambar wordtree diatas menunjukkan sebaran pemaknaan
informasi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan
karhutla di Kabupaten Aceh Barat. Alur pertukaran informasi sering kali bersifat
berlapis dan kompleks. Informasi penting seperti deteksi titik api umumnya tidak
disampaikan langsung kepada masyarakat atau MPA, melainkan melalui rantai
aktor mulai dari perusahaan, kepolisian, aparat gampong, hingga MPA. Pola
komunikasi berjenjang ini menunjukkan bahwa pertukaran informasi dalam
komunikasi risiko karhutla bersifat multi-arah dan melibatkan banyak aktor
sekaligus, dengan tujuan membentuk pemahaman kolektif dan memperkuat
kapasitas bersama dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

3) Banyak Informasi

Berdasarkan masing-masing aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan
Keterlibatan berbagai aktor dalam pencegahan karhutla menghasilkan keragaman
informasi yang bersumber dari pengalaman, data, dan kepentingan yang berbeda.
Masyarakat cenderung memahami risiko berdasarkan pengalaman langsung di
lingkungan sekitar, sementara pemerintah melihat risiko melalui data dan
pemantauan dari berbagai wilayah. Perbedaan sumber informasi ini berpotensi
menimbulkan perbedaan pandangan dalam memahami risiko karhutla.

Banyaknya informasi dalam komunikasi risiko ini dapat menimbulkan
kebingungan bagi masyarakat, terlebih jika informasi yang didapatkan tidak selaras.
Misalnya informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat berbeda dengan
yang informasi yang diperoleh di lapangan. Oleh karena perbedaan informasi yang
tidak sesuai dengan realitas dilokasi ini kemudian dapat menyebabkan munculnya
potensi ketidakpercayaan kepada pemberi informasi dalam hal ini adalah pihak
pemerintah. Selain itu tantangan lainnya dari banyaknya informasi ini adalah
munculnya potensi hoaks yang dapat tersebar cepat jika tidak segera ditangani.

Oleh karena itu komunikasi risiko menjelaskan semakin banyak informasi
yang tersedia maka semakin penting komunikasi yang efektif untuk menyaring,
menjelaskan, dan menyampaikan informasi yang benar dan relevan. Pada konteks
pencegahan karhutla, dengan adanya komunikasi risiko dapat menjadi jembatan
penghubung antara berbagai sumber informasi agar masyarakat dapat bertindak
berdasarkan informasi yang benar dan mencegah timbulnya kebingungan atau
asumsi tak berdasar.

4) Risiko sebagai Konstruksi

Dalam komunikasi risiko, para aktor yang terlibat dapat memahami risiko
secara berbeda, tergantung pada latar belakang sosial, pengetahuan, serta
pengalaman masing-masing. Sejalan dengan konsep risk as a social construction, risiko
tidak semata-mata dipahami sebagai ancaman objektif yang bersifat ilmiah,
melainkan juga sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh persepsi, nilai,
budaya, pengalaman historis, dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pengamatan anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(DLHK), praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dianggap sebagai
metode yang mudah dan murah oleh masyarakat. Aktivitas ini hanya membutuhkan
peralatan sederhana seperti barang bekas, bahan bakar, dan sumber api. Selain itu,
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praktik membakar lahan telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun sehingga
sulit diubah. Hal ini disampaikan oleh Jul Rahmady, Sekretaris DLHK Provinsi Aceh:
“dan modus kebakaran lahan sekarang ini kan gampang, mereka modalnya bahan bekas, jadi
sangat-sangat murah, setelah dikumpulin semua barang bekas langsung dibakar dan
merambat ke area lahan, kalau perlu umpan (api) paling berapa, gampang terbakar apalagi
dengan suhu panas ini kan gampang terbakar”

Pembakaran secara sengaja ini juga diketahui masih dilakukan sebagai cara
alternatif pembukaan lahan sawit. Masyarakat maupun perusahaan masih kerap
melakukan praktik alih fungsi lahan dari tanaman hutan menjadi tanaman
perkebunan kelapa sawit atau jenis tanaman lainnya dengan cara membakar dengan
sengaja. Tidak sedikit masyarakat lokal yang menganggap membuka lahan dengan
cara dibakar ini bukanlah merupakan sebuah tindakan berisiko, karena sudah
dilakukan secara turun-temurun dan dianggap cukup efisien. Hal ini menjelaskan
masyarakat memahami risiko bukan dari sisi bahaya ataupun kemungkinan
terjadinya kebakaran. Ada konstruksi sosial yang menganggap praktik membakar
sampah itu aman jika dilakukan dengan cara tertentu, sehingga mengesampingkan
kemungkinan bahaya yang dapat terjadi.

5) Pesan

Elemen pesan merupakan inti dari proses komunikasi risiko, karena pesan
menjadi media penghubung antara pemberi dan penerima informasi serta berperan
penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan tindakan terhadap risiko. Menurut
Aristyavani (2021), pesan dalam komunikasi risiko agar efektif harus memenuhi
beberapa kriteria, yakni berbasis pada data yang akurat, disampaikan secara jelas
dan mudah dipahami tanpa istilah teknis yang membingungkan, relevan dengan
kebutuhan audiens, tepat waktu, serta berasal dari sumber yang kredibel dan dapat
dipercaya.

Dalam konteks komunikasi risiko pencegahan karhutla, elemen pesan
mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami ancaman yang dihadapi. Proses
pertukaran informasi ini memunculkan pesan berupa kekhawatiran dan ancaman.
Pesan kekhawatiran umumnya disampaikan oleh pihak yang secara langsung
terdampak risiko. Salah satu bentuk kekhawatiran tersebut disampaikan oleh
anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Gampong Peunaga Cut Ujong terkait potensi
kebakaran pada musim kemarau: “itu (spanduk peringatan larangan membakar hutan)
lokasinya yang memang banyak diakses masyarakat, dengan tujuan spanduk itu bisa dilihat
dan dibaca oleh masyarakat. Itu untuk mengantisipasi di musim kemarau seperti sekarang
ini. Ini kami sudah mulai was-was ini, kami sudah merasa panik ini”

Pesan yang disampaikan oleh perangkat gampong dan MPA tersebut
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap risiko
karhutla. Risiko yang dimaksud tidak hanya mencakup potensi kebakaran hutan dan
lahan, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, kerusakan
ekosistem, serta gangguan terhadap perekonomian masyarakat.

Sebagai bentuk respons, MPA bersama perangkat gampong berupaya
mengubah kekhawatiran tersebut menjadi tindakan preventif dengan memasang
spanduk larangan membakar hutan. Spanduk tersebut memuat pesan peringatan
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mengenai bahaya karhutla, dampak yang ditimbulkan, serta ancaman sanksi hukum
bagi pelaku pembakaran lahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Jul Rahmady: “harus ada
ancaman, makanya spanduk itu sebagai alat peraga tadi kita tetap cantumkan ancaman
misalnya 2 tahun penjara dengan harus bayar sekian”

Ancaman dalam pesan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengingat dan upaya
menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun, Aristyavani (2021) menekankan
bahwa pesan ancaman harus disampaikan secara proporsional, tidak bersifat
menakut-nakuti secara berlebihan, tetapi mampu mendorong kewaspadaan dan
kesiapsiagaan. Pesan yang efektif seharusnya disertai solusi konkret, misalnya
alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, sehingga masyarakat memiliki pilihan
tindakan yang lebih aman.

Bagi kelompok MPA, pesan yang berasal dari pakar atau akademisi dinilai
efektif dalam menjelaskan aspek teknis karhutla, namun cenderung kurang
berdampak apabila tidak didukung oleh sumber lokal yang dipercaya. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun informasi ilmiah tersedia, aktor lokal memiliki peran
strategis dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap
pesan risiko (Bradley et al., 2014; Asfaw et al., 2019).

6) Manajemen Risiko

Manajemen risiko merujuk kepada tindakan yang dirancang untuk
mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengendalikan risiko. Manajemen risiko
juga bermaksud mengkomunikasikan tindakan-tindakan tersebut kepada pihak yang
berisiko atau yang berkepentingan. Oleh karena adanya keterlibatan berbagai pihak
yang berkepentingan ini serta adanya bermacam interpretasi serta pesan (informasi)
untuk menanggulangi risiko tersebut dibutuhkan sebuah manajemen risiko.
Aristyavani (2021) menyebutkan manajemen risiko dalam komunikasi risiko harus
mampu mendukung upaya identifiksi risiko, menyamakan persepsi diantara para
pemangku kepentingan mengenai risiko, membantu masyarakat memahami langkah
mitigasi yang dapat dilakukan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko.

Komunikasi risiko tidak hanya berfungsi memberi informasi, tetapi juga
bertujuan untuk menggerakkan tindakan nyata. Dengan adanya informasi yang jelas
dapat membantu para pengambil kebijakan menentukan langkah mitigasi yang
tepat. Sebagai alat pendukung strategi pencegahan karhutla, manajemen risiko
berarti mengelola ancaman kebakaran secara terencana dan partisipatif. Menurut
Aristyavani (2021) komunikasi dalam manajemen risiko dapat dilakukan dengan
melalui tiga tahap besar, yaitu (1) pra-risiko atau sebelum terjadi kebakaran, (2) saat
risiko terjadi berupa respon darurat, dan (3) pasca-risiko yaitu setelah kebakaran.

Berdasarkan hasil analisis wawancara menggunakan Nvivo 12 menunjukkan
penggunaan grup WhatsApp menjadi salah satu sarana yang kerap dilakukan oleh
para aktor yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Aceh Barat seperti
yang dapat dilihat pada Gambar 6.
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Text Search Query - Results Preview

dll Pak khairul : ada, —~_ 7, intinya diberi tahu bahwasanya dilihat
_~~ ada ™

kita pak 7 Pak darni: — - info bencana Indah : berarti yang

~~ . Pak robi : ada beberapa

/-" Indah : berarti bisa langsung
— itu €. _~— khairul : iya bisa ,

\ — Pak =_ .
\ — robi : ada beberapa

"= yang tergabung siapa aja

ada beberapa MPA juga didalamnya “\\

banyak tau kebakaran itu —_
A~ di
ya ada juga dikabarkan —

/ group {

Indah : berarti yang ada
/S
langsung interaksi ya pak —7 didalam ~

pak jadi maksud saya -~ ™ kita kan ya , dengan BPED

salah saya ada dimasukkan dalam i tersebut selain dari pihak pemerintah

Gambear 6. Wordtree hasil analisis penggunaan grup WhatsApp sebagai media
komunikasi antar aktor dalam penanganan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan gambar wordtree diatas menjelaskan bahwa grup WhatsApp
membantu menghubungkan beberapa aktor yang terlibat dalam penanganan
karhutla. Dengan adanya grup WhatsApp ini membantu menyebarkan informasi
titik api dengan cepat dari sumber resmi maupun hasil pantauan MPA di lapangan.
Melalui grup ini juga informasi dapat segera direspon oleh pihak terkait tanpa harus
menunggu jalur birokrasi formal yang kerap memakan waktu cukup lama. Hal ini
dapat mengurangi waktu tanggap (response time) dan mencegah api meluas. Grup
WhatsApp ini juga menjadi satu media komunikasi yang sama, dimana semua pihak
dapat memantau perkembangan situasi secara bersamaan, sehingga mengurangi
miskomunukasi dan memastikan tindakan bersama lebih terarah.

Kesenjangan Peran dan Persepsi Antar Stakeholder dalam Komunikasi Risiko
Pencegahan Karhutla

Awalnya komunikasi risiko dikembangkan sebagai sarana untuk mempelajari
bagaimana solusi atau jalan keluar terbaik dari para ahli untuk dapat disampaikan
kepada publik. Hal ini dilakukan untuk menjembatani perbedaan persepsi antara
publik dengan penilaian ahli. Seiring berjalannya waktu, tujuan mendidik
masyarakat mengenai risiko pada komunikasi risiko kini telah berubah dan lebih
dibutuhkan sebagai posisi alternatif. (Plough dan Krimsky 1987; Renn dan Walker
2008).

Pada proses komunikasi risiko yang melibatkan berbagai stakeholder ini
dapat terjadi perbedaan-perbedaan dan menimbulkan bentuk kesenjangan seperti
perbedaan persepsi, peran, kepentingan, kapasitas, dan komunikasi antar pihak yang
terlibat. Kesenjangan ini terjadi karena adanya ketimpangan peran atau
ketidaksesuaian tujuan antar stakeholder. Salah satu contoh kesenjangan yang terjadi
misalnya berdasarkan hasil wawancara yang terlihat pada praktik penanganan
karhutla di gampong Lapang. Terlihat adanya kesenjangan peran dan persepsi
antara aktor desa dan pemerintah Kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh
Geuchik gampong Lapang sebagai berikut: “kalau kami di gampong ini sudah sering
kami sampaikan ke warga, jangan bakar, apalagi dekat hutan. Tapi bantuan atau
pendampingan dari atas kadang nggak jelas kapan datangnya”
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Pernyataan ini menunjukkan adanya gap koordinasi dan keterbatasan
dukungan dari pemerintah daerah kepada aparat gampong, meskipun tanggung
jawab pencegahan karhutla telah dibebankan kepada mereka . Sementara itu, ketua
MPA gampong Lapang juga menyatakan: “kami ini disuruh jaga api, tapi alat tidak
cukup, bahkan baju APD pun harus cari sendiri. Kadang-kadang kami merasa seperti tidak
dianggap penting”

Ungkapan ini mencerminkan gap dalam kapasitas dan pengakuan peran, di
mana MPA sebagai aktor kunci di lapangan justru menghadapi keterbatasan logistik
dan minimnya perhatian dari stakeholder yang lebih tinggi. Kesenjangan ini semakin
diperparah oleh perbedaan persepsi risiko; bagi MPA dan masyarakat, karhutla
sering dianggap sebagai kejadian musiman yang dapat ditangani secara lokal,
sementara bagi pemerintah karhutla ini adalah bencana yang membutuhkan
pendekatan struktural. Gap-gap ini menyebabkan lemahnya efektivitas kebijakan,
memperlambat respons, dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem penanggulangan karhutla secara keseluruhan.

Selain itu, kesenjangan juga terjadi di internal pemerintah, khususnya antara
DLHK dan KPH. Perbedaan pembagian peran antara pembuat kebijakan dan
pelaksana teknis, yang tidak diimbangi dengan sumber daya dan anggaran
memadai, berdampak pada lemahnya pembinaan MPA dan kualitas komunikasi
risiko kepada masyarakat. Perbedaan persepsi risiko antara masyarakat yang
memandang karhutla sebagai kejadian musiman dan pemerintah yang melihatnya
sebagai bencana struktural semakin memperlebar kesenjangan tersebut.

Secara keseluruhan, kesenjangan peran, persepsi, dan kapasitas antar aktor ini
menurunkan efektivitas komunikasi risiko, memperlambat respons penanganan
karhutla, serta berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pencegahan karhutla. Variasi tingkat keaktifan MPA di setiap gampong
menunjukkan bahwa praktik komunikasi risiko di Kabupaten Aceh Barat masih
bersifat tidak merata dan dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar pemangku
kepentingan, sebagaimana dapat dipetakan melalui kerangka bahaya dan
kemarahan (Sandman, 2003), Berikut :

Ketakutan
Manajemen Kemarahan Komunikasi Krisis
= (Outrage Management) (Crisis Communication)
8n
N
S}
o
[
.=
g -
8 Pendidikan, Hubungan
E Pemangku Kepentingan Advokasi Pencegahan
(Education, Stakeholders (Precautionary Advocacy)
Relation)
Apatis
Kecil Bahaya (Hazard) Besar

Gambar 7. Kondisi Hubungan Bahaya dan Kemarahan
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kesenjangan peran dan persepsi antar pemangku kepentingan di Kabupaten
Aceh Barat ini dapat dipetakan berdasarkan kuadran tingkat bahaya dan kemarahan
(Gambar 7) menjadi (1) Pemerintah berada pada orientasi hazard-driven, yaitu
pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman bahaya yang spesifik
pada kasus karhutla untuk kemudian menentukan tindakan dan strategi yang
diperlukan. Pendekatan ini fokus kepada kebijakan dan teknis penanganan, dan (2)
MPA dan masyarakat berada pada orientasi outrage- driven, yaitu pendekatan yang
menekankan bahwa persepsi publik terhadap risiko sering kali berbeda dari
penilaian teknis, karena dipengaruhi oleh kepercayaan, pengalaman, nilai budaya,
dan konteks sosial (Slovic 1987).

Sebagaimana dijelaskan oleh Badri (2018) ketidaksinkronan antara bahaya
objektif dan kepedulian subjektif inilah yang menghasilkan gap komunikasi. Oleh
karena itu efektivitas komunikasi risiko todak hanya bergantung pada penyampaian
informasi teknis, tetapi juga kemampuan menyatukan persepsi bahaya dan
kepedulian sosial melalui interaksi dua arah antar pemangku kepentingan yang
terlibat.

Pembahasan

Hasil Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi
risiko memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, namun implementasinya masih
menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Temuan penelitian
mengindikasikan bahwa perbedaan pemaknaan risiko antar pemangku kepentingan
menjadi akar utama ketidakefektifan komunikasi yang terbangun. Pemerintah,
khususnya melalui DLHK dan KPH, cenderung memaknai karhutla sebagai bahaya
lingkungan yang harus dikendalikan melalui pendekatan teknokratis, berbasis
regulasi, dan pengendalian struktural. Sebaliknya, masyarakat dan kelompok
Masyarakat Peduli Api (MPA) melihat karhutla sebagai bagian dari realitas sosial-
ekonomi yang berkaitan erat dengan praktik pembukaan lahan, keterbatasan sumber
daya, serta kebiasaan turun-temurun. Perbedaan konstruksi makna ini sejalan
dengan konsep risk as a social construction yang menyatakan bahwa risiko tidak
hanya bersifat objektif, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman sosial, budaya, dan
konteks lokal (Slovic, 1987). Dengan demikian, komunikasi risiko yang tidak
mempertimbangkan dimensi sosial ini cenderung gagal membangun kesepahaman
dan perubahan perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, praktik komunikasi risiko yang berlangsung di Kabupaten Aceh
Barat masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah (top-down), terutama
melalui saluran formal seperti rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan. Pola ini
terbukti kurang efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat karena
menempatkan mereka hanya sebagai penerima informasi. Temuan ini memperkuat
pandangan bahwa komunikasi risiko yang efektif harus bersifat dialogis dan
partisipatif, bukan sekadar penyampaian informasi (Sellnow et al., 2008). Dalam
konteks ini, keberadaan saluran informal seperti grup WhatsApp sebenarnya
menjadi potensi strategis dalam membangun komunikasi yang lebih responsif dan
interaktif. Namun, pemanfaatannya masih terbatas pada pertukaran informasi
darurat dan belum dioptimalkan sebagai ruang diskusi kolektif yang berkelanjutan.
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Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara komunikasi formal dan informal masih
belum terbangun secara sistematis dalam kerangka manajemen risiko.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa kompleksitas aktor yang
terlibat dalam pencegahan karhutla menghasilkan keragaman informasi yang tidak
selalu selaras. Perbedaan sumber informasi —antara pengetahuan teknis pemerintah
dan pengalaman empiris masyarakat —seringkali menimbulkan kebingungan bahkan
ketidakpercayaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aristyavani (2021) yang
menekankan bahwa banyaknya informasi tanpa pengelolaan komunikasi yang
efektif justru dapat memperbesar risiko misinformasi dan menurunkan kredibilitas
sumber informasi. Oleh karena itu, komunikasi risiko harus mampu berfungsi
sebagai mekanisme penyaring (filtering mechanism) yang menjembatani berbagai
sumber informasi agar menjadi pesan yang konsisten, relevan, dan mudah dipahami
oleh masyarakat.

Dari sisi implementasi di lapangan, peran MPA sebagai garda terdepan dalam
pencegahan karhutla menunjukkan potensi besar dalam membangun sistem
komunikasi berbasis komunitas. Namun, keterbatasan kapasitas, minimnya
dukungan logistik, serta kurangnya pengakuan terhadap peran mereka menjadi
hambatan serius. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan peran (role gap) yang
berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi antar stakeholder. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Muttaqin et al. (2015) yang menegaskan bahwa
keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada penguatan kapasitas
masyarakat lokal sebagai aktor utama di tingkat tapak. Tanpa dukungan yang
memadai, peran strategis MPA dalam komunikasi risiko tidak dapat berjalan
optimal.

Kesenjangan lainnya yang teridentifikasi adalah perbedaan persepsi risiko
antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat dijelaskan melalui kerangka hazard
versus outrage (Sandman, 2003). Pemerintah cenderung berorientasi pada hazard-
driven approach yang menekankan aspek teknis dan tingkat bahaya objektif,
sementara masyarakat lebih dipengaruhi oleh outrage-driven factors seperti
pengalaman, nilai budaya, dan tingkat kepercayaan. Ketidaksinkronan antara kedua
perspektif ini menyebabkan terjadinya gap komunikasi yang berdampak pada
rendahnya efektivitas pesan risiko. Oleh karena itu, komunikasi risiko yang efektif
harus mampu mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut agar pesan yang
disampaikan tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga relevan secara sosial dan
emosional.

Dalam konteks manajemen risiko, penelitian ini menunjukkan bahwa
komunikasi risiko di Kabupaten Aceh Barat masih bersifat reaktif dan belum
terintegrasi dalam siklus manajemen risiko secara menyeluruh, baik pada tahap pra-
bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana. Padahal, menurut IRGC (2017),
komunikasi risiko seharusnya menjadi bagian integral dari risk governance yang
berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk
membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan mendorong tindakan
kolektif. Kurangnya evaluasi pasca-kejadian dan minimnya pembelajaran kolektif
(risk learning) juga menjadi indikator bahwa sistem komunikasi risiko belum
berkembang menjadi budaya risiko (risk culture) yang berkelanjutan.
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Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas
komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla sangat ditentukan oleh kemampuan
mengelola perbedaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta
membangun partisipasi masyarakat secara aktif. Pendekatan komunikasi yang
bersifat konvergen, partisipatif, dan kontekstual menjadi kunci dalam menjembatani
kesenjangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi komunikasi
risiko dari yang semula bersifat informatif menjadi transformatif, yakni mampu
mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap risiko karhutla.
Hal ini juga didukung oleh Bradley et al. (2014) yang menyatakan bahwa komunikasi
risiko yang efektif harus mampu mempengaruhi perilaku melalui kombinasi
informasi yang akurat, keterlibatan emosional, dan kepercayaan terhadap sumber
informasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Pihak pemerintah yang terkait yaitu DLHK dan KPH memaknai karhutla
sebagai bahaya lingkungan yang harus dikendalikan melalui kebijakan dan regulasi.
Sebaliknya, MPA dan masyarakat memaknai karhutla sebagai ancaman sosial-
ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan, musim kemarau, dan
keterbatasan akses terhadap alat atau teknologi pencegahan. Perbedaan makna ini
berpengaruh terhadap cara mereka berkomunikasi dan berkoordinasi di lapangan.

Praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten
Aceh Barat berjalan melalui mekanisme koordinasi formal (rapat atau pertemuan
antar lembaga dan patroli terpadu) dan informal (grup WhatsApp, komunikasi
langsung antar anggota MPA dan KPH). Namun komunikasi dua arah masih
terbatas, di mana informasi masih sering bersifat satu arah dari pemerintah kepada
masyarakat. Grup WhatsApp berperan penting dalam penyebaran informasi dini,
tetapi belum berfungsi optimal sebagai wadah diskusi partisipatif.

Kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh
Barat terjadi karena adanya perbedaan peran, persepsi risiko, dan tingkat
kepercayaan antar aktor. Pemerintah mengedepankan sisi kebijakan dan kontrol,
sedangkan masyarakat lebih menekankan aspek sosial. Kurangnya forum evaluasi
bersama dan kegiatan edukasi pasca kebakaran menyebabkan rendahnya
pembelajaran kolektif (risk learning). Akibatnya koordinasi lintas sektor masih
bersifat reaktif dan belum membentuk budaya komunikasi risiko yang berkelanjutan
(risk culture). Secara keseluruhan efektivitas komunikasi risiko dalam pencegahan
karhutla di Kabupaten Aceh Barat belum optimal karena masih terdapat
ketidaksinkronan antara pengetahuan teknis pemerintah dan persepsi sosial
masyarakat terhadap risiko kebakaran.

Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, dapat dibentuk beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan meliputi:
1. Bagi Pemerintah dan DLHK untuk perlu memperkuat komunikasi dua arah
melalui forum konsultatif dan edukasi berbasis pengalaman lokal. Edukasi
yang diberikan dapat menggunakan strategi komunikasi risiko yang
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menggabungkan pendekatan hazard-driven dan outrage-driven, agar pesan

teknis lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat.

2. Bagi KPH dan kelompok MPA untuk meningkatkan peran sebagai jembatan
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan memperluas fungsi
kelompok yang tidak hanya pada kegiatan pemadaman, tetapi juga pada
kegiatan edukasi risiko dan pencegahan dini.

3. Bagi masyarakat agar dapat menerapkan proses pengawasan jika melakukan
pembakaran di sekitar wilayah hutan untuk mengurangi risiko terjadinya
karhutla.

Bagi peneliti dan akademisi untuk selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan
yang menilai efektivitas komunikasi risiko lintas budaya dan kearifan lokal dalam
membangun trust reconstruction antara pemerintah dan masyarakat, serta kajian
lainnya yang dapat meneliti peran komunikasi digital dalam manajemen risiko
bencana di tingkat tapak.
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